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ABSTRACT

This research examines the efforts of the Condongcatur Village Government
in implementing the Governor of the Special Region of Yogyakarta's Regulation
Number 24 of 2024 concerning the Utilization of Village Land (Tanah Kalurahan).
The background of this study is the increasing demand for land in Sleman Regency
due to rapid urbanization, which has turned land into a strategic investment asset.
Land governance in the Special Region of Yogyakarta has unique characteristics,
with the existence of Sultanate and Duchy lands whose utilization is specifically
regulated for the greatest prosperity of the people, cultural development, and social
interests. However, its implementation in Condongcatur Village faces significant
challenges, from the misuse of permits to land-use conversions that conflict with
the new regulation, thus necessitating an in-depth analysis of the obstacles and
effective solutions.

The main objective of this study is to describe and explain the
implementation of DIY Governor's Regulation Number 24 of 2024 in Condongcatur
Village, identify the challenges faced by the Village Government and the Sleman
Regency Land and Spatial Planning Agency in optimizing the use of village land,
and formulate strategic solutions to overcome these deviations and obstacles. This
research is expected to provide a comprehensive overview of the efforts,
constraints, and resolution strategies in village land governance to achieve fair,
productive, and sustainable asset utilization.

This study employs a descriptive-qualitative method to deeply understand
the phenomenon and present the reality on the ground. Data was collected using
three primary techniques: direct observation of land use conditions, structured
interviews with key informants from the Condongcatur Village Government and the
Sleman Regency Land and Spatial Planning Agency, and analysis of documents
including relevant regulations, maps, and field notes. Data analysis was conducted
interactively through the processes of data reduction, data display, and drawing
conclusions to comprehensively outline the roles of stakeholders, the challenges
they face, and the strategies for resolution.

The research findings indicate that the implementation of DIY Governor's
Regulation No. 24 of 2024 faces complex challenges. These include regulatory
dualism arising from the transition from the previous regulation, uneven and
ineffective socialization, problems with land-use conversion conflicting with new
rules (especially for housing), discrepancies between historical data and actual
conditions, a slow certification process, and the pressure of commercial
development clashing with the mandate to preserve agricultural land. In response,
the formulated solutions include intensive and participatory socialization of the
regulation, optimizing land use through accountable strategic conversions,
structured multi-sectoral supervision, and the formation of a special team by the
Governor for mediation and conflict resolution.
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BAB |. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kebutuhan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di
Kabupaten Sleman, mengalami peningkatan signifikan akibat lonjakan populasi
dan urbanisasi. Eskalasi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
permukiman dan infrastruktur, tetapi juga telah menjadikan tanah sebagai aset
investasi bernilai tinggi (H. A. Sinaga et al., 2022). Akibatnya, muncul kompetisi
yang ketat antar berbagai kelompok kepentingan untuk memperebutkan lahan
yang kian terbatas (Kristyan et al., 2021). Tata kelola pertanahan di DIY
memiliki keunikan dengan adanya tanah Kasultanan dan Kadipaten yang diakui
sebagai badan hukum pemilik tanah berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012.
Pemanfaatan tanah ini memerlukan izin khusus berupa serat kekancingan dari
Panitikismo (Tilman et al., 2021). Pengelolaannya bertujuan ganda, yaitu tidak
hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga harus diarahkan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, pengembangan kebudayaan, dan kepentingan

sosial.

Tanah milik Kasultanan dan Kadipaten di DIY menawarkan peluang
ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dalam sektor agrikultur, pariwisata,
dan ekonomi kreatif untuk kemaslahatan sosial (Yogyakarta et al., 2024).
Namun, pemanfaatannya rentan memicu konflik, terutama benturan kepentingan
hak guna antara warga lokal dan investor (Piter Pasaribu et al., 2022), sehingga
menuntut adanya model pengelolaan yang lebih transparan. Arah kebijakan
pemanfaatan tanah tersebut sejatinya untuk pengembangan budaya dan
kesejahteraan masyarakat (Umar, 2021), tetapi implementasinya sering
terhambat oleh perebutan lahan akibat penyalahgunaan izin. Secara hukum,
pemerintah kalurahan hanya memiliki hak pakai (hak anggaduh) dan wajib
memperoleh izin serat kekancingan dari keraton (E. P. Sinaga & Rini, 2022).
Kasus di Condongcatur menjadi cerminan tantangan ini, di mana urbanisasi dan
lonjakan populasi meningkatkan permintaan tanah secara drastis. Jika tidak
dikelola dengan perencanaan matang, pemanfaatan tanah di wilayah strategis ini



berisiko menimbulkan dampak negatif seperti degradasi lingkungan dan

hilangnya kawasan hijau.

Sejalan dengan laju pertambahan penduduk dan perkembangan
infrastruktur di D.L.Y., pengelolaan tanah di Kalurahan Condongcatur Kini
memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk mengakomodasi
permintaan ruang bagi kegiatan komersial, permukiman, dan pertanian. Sebagai
respons, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan
Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 mengenai Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
Regulasi ini hadir untuk memberikan landasan hukum bagi tata kelola tanah
yang ideal, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara faktor sosial,
ekonomi, dan ekologi. Salah satu pilar utama dalam peraturan baru ini adalah
penegasan atas kewajiban melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan

guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tanah di Kalurahan Condongcatur
wajib mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi yang
mendorong efisiensi, maupun dari sisi sosial budaya yang bertujuan untuk
menegakkan keadilan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Susiana,
2015). Namun, tidak bisa diabaikan bahwa proses ini rentan memicu
permasalahan sosial, terutama ketika kepentingan komersial berbenturan dengan
kebutuhan komunitas setempat. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk
merancang sebuah mekanisme penyelesaian permasalahanyang komprehensif
dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, warga, dan
pelaku usaha (Achmad, 2024).

Regulasi aset pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
khususnya di level kalurahan, bersifat khas sebagai implementasi dari Undang-
Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Sebelumnya, peraturan seperti
Perdais No. 1/2017 dan Pergub No. 34/2017 merinci bahwa "tanah desa™ (yang
meliputi tanah kas desa, pelungguh, dll.) adalah milik Kasultanan atau
Kadipaten, sementara pemerintah desa hanya memiliki hak untuk mengelolanya

(hak anggaduh). Penting untuk dicatat, kerangka hukum ini telah diperbarui, di



mana Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2017 secara resmi tidak berlaku lagi
dan telah digantikan oleh Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2024 terhitung sejak
7 Mei 2024.

Walaupun sudah ada landasan hukum baru melalui Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024, implementasi pemanfaatan
tanah kalurahan dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala.
Fenomena penyalahgunaan tanah desa kerap terjadi di wilayah D.l.Y., dengan
kasus Tanah Kas Desa (TKD) di Caturtunggal, Sleman, menjadi contoh yang
paling dikenal publik. Kasus tersebut melibatkan penetapan kepala desa sebagai
tersangka akibat dugaan pembiaran terhadap pembangunan properti perumahan
oleh pihak pengembang di atas TKD (Harian Jogja, 2023). Tindakan ini jelas
bertentangan dengan regulasi sebelumnya (Pergub D.1.Y. No. 34 Tahun 2017)
yang secara tegas melarang alih fungsi TKD untuk permukiman.

Penelitian Fahmi (2016) di wilayah Banguntapan, Bantul, mengungkap
terjadinya alih fungsi Tanah Kas Desa (TKD) menjadi area permukiman.
Fenomena ini bermula dari kebijakan beberapa dekade silam yang mengizinkan
warga untuk tinggal sementara di tanah tersebut, dengan ketentuan dilarang
mendirikan struktur permanen. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kondisi
ini berkembang menjadi permukiman tetap. Studi tersebut juga menyoroti bahwa
tindakan pemerintah desa dalam mengatasi masalah ini tidak efektif, karena
hanya terbatas pada aktivitas pendataan dan penarikan retribusi tahunan dari para
penghuni, sebuah praktik yang justru memberi kesan pembiaran terhadap

pelanggaran yang ada.

Berlokasi di Kapanewon Depok, Sleman, Kalurahan Condongcatur
menempati posisi yang strategis karena kedekatannya dengan berbagai fasilitas
utama, termasuk institusi pendidikan tinggi ternama, perkantoran pemerintah,
dan pusat-pusat komersial seperti Pakuwon Mall, serta akses langsung ke jalur
transportasi utama Ring Road. Didukung oleh populasi yang padat dan
infrastruktur yang memadai, wilayah ini menyimpan potensi yang signifikan

untuk menarik investasi dan mendorong perkembangan ekonomi. Dengan



keunggulan ini, Condongcatur diharapkan mampu berkembang menjadi sebuah
sentra ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Temuan awal dari wawancara dengan aparat Kalurahan Condongcatur
(Jagabaya) mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan tanah
kalurahan dengan regulasi yang berlaku, yakni Pergub No. 24 Tahun 2024.
Persoalan signifikan yang teridentifikasi adalah banyaknya tanah yang
pemanfaatannya menyimpang dari fungsi yang telah ditetapkan. Menurut data
peta ATR/BPN, Kalurahan Condongcatur memiliki ribuan bidang tanah yang
lokasinya tersebar, dengan nilai strategis yang berbeda-beda, sehingga

menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.

Lebih lanjut, aparat Kalurahan Condongcatur (Jagabaya) menyatakan
bahwa terdapat praktik alih fungsi Tanah Kas Kalurahan untuk keperluan non-
pertanian, terutama untuk permukiman warga, yang tidak didasari oleh perizinan
tertulis dari pihak keraton maupun Gubernur. Fenomena pendirian hunian
permanen maupun semi-permanen ini merupakan pelanggaran yang telah terjadi
selama puluhan tahun dan berlawanan langsung dengan ketentuan dalam Pergub
No. 24 Tahun 2024. Selain itu, keterlibatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Sleman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap

pemanfaatan tanah yang tidak sesuai peruntukan ini dianggap belum optimal.

Tata kelola tanah kalurahan di Yogyakarta secara umum bermasalah
karena adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik. Penyebabnya beragam,
mulai dari kendala administratif, sosialisasi yang minim, misinterpretasi aturan,
hingga keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dialami oleh
sekitar 70% pemerintah kalurahan. Secara spesifik di Condongcatur,
implementasi Pergub D.1.Y. No. 24 Tahun 2024 menghadapi hambatan serupa,
seperti rendahnya pemahaman publik akibat sosialisasi yang tidak efektif, proses
keputusan yang kurang partisipatif, lemahnya pengawasan, serta ketidakjelasan
status hukum beberapa bidang tanah yang menghambat ekonomi. Oleh karena
itu, inisiatif proaktif dari pemerintah kalurahan menjadi kunci untuk mengatasi

masalah-masalah ini.



Beberapa riset terdahulu telah mengkaji tantangan yang dihadapi
pemerintah kalurahan dalam mengelola tanah desa. Studi oleh Rahmawati
(2022) menyimpulkan bahwa buruknya sinergi antara aparat desa dan warga
menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Riset lain oleh
Setiawan (2023) menyoroti bagaimana ambiguitas status legal pertanahan
menjadi disinsentif bagi kegiatan investasi, dan menyarankan perlunya
perbaikan aturan serta pengembangan kapabilitas aparat desa. Serupa dengan itu,
penelitian Budiarto (2022) menegaskan pentingnya fungsi monitoring dan
penindakan hukum, karena kurangnya pengawasan terbukti menjadi akar dari
praktik penyalahgunaan tanah yang merugikan publik.

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Pergub D.l.Y. No. 24
Tahun 2024 oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur, dengan fokus utama
pada analisis kesenjangan (gap) antara aturan ideal dan kenyataan di lapangan.
Misalnya, ini dapat terjadi antara teori dan praktek, rencana dan pelaksanaan,
aturan dan pelaksanaan, dll. (Panudju et al., 2024). Riset ini diharapkan dapat
memetakan kendala dan merumuskan solusi. Signifikansinya terletak pada
kontribusinya untuk kemajuan sosial-ekonomi, membangun sinergi antara aparat
dan masyarakat, memberikan masukan evaluatif bagi pembuat kebijakan, serta
menjadi penengah kepentingan pertanahan yang saling bersaing di wilayah

strategis seperti Condongcatur untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, dalam hal ini akan dikaji lebih lanjut mengenai
“Upaya Pemerintah Kalurahan Condongcatur Dalam Pemanfaatan
Tanah Kalurahan Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogayakarta Nomor 24 Tahun 2024 (Studi Tentang Tantangan dan

Solusi)”.



B. Rumusan Masalah
Masalah yang dihadapi peneliti dalam penelitian diatas menjadikan hal
yang penting untuk digali lebih dalam. Oleh karena itu, masalah penelitian
tentang pemaparan tersebut bisa saja menemukan hal baru bahkan setelah
peneliti tiba di lapangan (Solihin, 2021). Sehubungan dengan latar belakang
yang ada, maka perlu dirumuskan mengenai permasalahan penelitian sebagai
berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Condongcatur ?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman dalam mengoptimalkan
pemanfaatan tanah kalurahan ?

3. Bagaimana solusi dari Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman untuk mengatasi penyimpangan
dan tantangan dalam pemanfaatan tanah kalurahan ?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan di atas dan
memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya Pemerintah Kalurahan

Condongcatur untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kalurahan. Selain itu,

penelitian ini juga akan memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi.



C. Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah yang berkaitan dengan judul di atas, maka
penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mennjelaskan upaya Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 dalam
pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Condongcatur.

2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan
Condongcatur dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam
mengoptimalkan pemanfaatan tanah kalurahan.

3. Merumuskan solusi dari Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang untuk mengatasi penyimpangan dan tantangan

dalam pemanfaatan tanah kalurahan.

D. Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian pada umumnya dapat menyangkut manfaat
penelitian bagi ilmu pengetahuan khususnya peran pemerintahan kalurahan di
daerah penelitian.
1. Manfaat Teoritis
Bagi ilmu pengetahuan maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemikiran, wawasan terhadap lingkup studi, dan memberi
kontribusi pada pengembangan teori-teori, terutama yang berkaitan dengan
upaya pemerintah kalurahan dalam pemanfaaan tanah kalurahan di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Kantor
Pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk berperan aktif dalam
mengimplementasikan pemanfaatan tanah kalurahan sesuai aturan dari
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan memperhatikan
pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat,
maupun kebermanfaatan langsung kepada pemerintah kalurahan setempat.



BAB VI . KESIMPULAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan
Gubernur (Pergub) DIY No. 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah
Kalurahan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten
Sleman, serta analisis terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh,
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur
mencakup beberapa aspek utama, yaitu sosialisasi regulasi;
Optimalisasi Pemanfaatan Tanah; Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
Pengawasan dan Penegakan Aturan; dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi Pergub No. 24
Tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan.
Diantranya, Transisi Regulasi; Sosialisasi yang Belum Merata; dan
batasan Alih Fungsi Lahan mengingat Kalurahan Condongcatur
merupakan wilayah urban.

3. Untuk mengatasi konflik, Pergub No. 24/2024 mengamanatkan
pembentukan Tim Khusus Gubernur yang melibatkan lurah dan dinas
terkait, dengan fokus penyelesaian dalam 6 bulan, termasuk menangani

perbedaan interpretasi antar regulasi.
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B. Rekomendasi
Untuk mengoptimalkan penerapan Pergub DIY No. 24 Tahun 2024,
direkomendasikan lima langkah strategis yang ditujukan kepada Pemerintah
Kalurahan Condongcatur dan Dinas DPTR Kab. Selman terkait, antara lain:
1. Peningkatan Sosialisasi dan Informasi
Untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi,
diusulkan optimalisasi pemanfaatan media digital seperti website dan
media sosial. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas
interpretasi dan memperkuat landasan hukum bagi semua pihak terkait
penerapan regulasi baru.
2. Modernisasi Pengawasan Berbasis Teknologi
Direkomendasikan penerapan sebuah sistem supervisi terpadu
berbasis teknologi. Sistem ini meliputi pemanfaatan Sistem Informasi
Geografis (SIG) untuk pemetaan lahan, penggunaan drone dan citra
satelit untuk monitoring, pembuatan aplikasi pelaporan berbasis seluler
bagi warga dan petugas, serta pembangunan dasbor pemantauan
terpusat untuk mendukung pengambilan keputusan yang responsif dan
berbasis data. Anggaran diperlukan setiap tahunnya dari Pendapatan
Asli Kalurahan (PAL) demi pemeliharan sistem yang akan / telah
dibangun pada era sekarang dan mendatang.
3. Peningkatan Kapasitas SDM
Diusulkan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
melalui penyelenggaraan program pelatihan teknis secara berkala. Hal
ini juga diiringi dengan penyesuaian rasio jumlah personel pengawas
agar proporsional dengan volume pekerjaan, serta penguatan kultur
kerja yang menjunjung tinggi integritas melalui penerapan pakta
integritas dan mekanisme penghargaan dan sanksi yang transparan

untuk menekan potensi korupsi.
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4. Penguatan Penyelesaian Masalah
Disarankan agar peran Tim Khusus yang dibentuk Gubernur D.I.
Yogyakarta dimaksimalkan untuk menengahi sengketa. Di samping itu,
perlu segera dirumuskan kebijakan transisional yang berkeadilan untuk
menangani status bangunan yang telah ada sebelum peraturan baru
berlaku. Langkah lainnya adalah memantapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) untuk sinergi antar instansi dalam kegiatan supervisi
dan penegakan aturan.
5. Perencanaan Tata Ruang Partisipatif
Direkomendasikan adanya penyusunan atau revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) yang bersifat partisipatif dan mendetail.
Tujuannya adalah untuk memberikan proteksi terhadap zona pertanian
produktif dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sekaligus memfasilitasi
pengembangan ekonomi, termasuk UMKM vyang berkelanjutan, pada
kawasan yang telah ditetapkan sebagai alternatif untuk meningkatkan

kesejahteraan tanpa mengorbankan fungsi lahan lindung.
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